
 
 
 
 
 
 
 

RANCANGAN 
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR       TAHUN 2025  

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 
     

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
Menimbang : a.  bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 

146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, pelaksanaan tugas dan fungsi 
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian 
pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang sosial yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan menjadi tugas dan fungsi yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat; 

b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Jaminan Sosial Nasional sudah tidak sesuai dengan 
kebijakan dan perkembangan hukum, sehingga perlu 
dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional; 
 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan 
Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 104); 

5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 340); 

6. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 342); 

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 
TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL. 

 
Pasal 1 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Mei 2025 
 
MENTERI KOORDINATOR      
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
           
 

PRATIKNO 
  
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 
                
 
DHAHANA PUTRA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


